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INTISARI

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Parkir
Khusus. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mengatasi juru parkir ilegal yang
ada di fasilitas umum yang dimilki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Dengan adanya
Peraturan ini Pemerintah Daerah diharapkan menertibkan juru parkir ilegal dan
secara berangsur-angsur berupaya agar kebijakan parkir ditepi jalan umum di
kemudian hari dapat dialihkan ke tempat khusus parkir, baik yang dikelola swasta
maupun pemda. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
Retribusi tempat khusus parkir ini meliputi tempat parkir yang ada di tempat
rekreasi, objek wisata, fasilitas olahraga, lahan parkir, gedung parkir, dan tempat
parkir lainnya yang ditetapkan oleh peraturan bupati. Salah satu contohnya ada pada
lahan parkir di objek wisata telaga putri, dan lahan parkir stadion maguwoharjo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifkah pengawasan dan
pelaksanaan retribusi tempat khusus parkir dan apakah dalam pelaksanaannya
sudah diterapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai pedoman
dalam menjalankan Pemerintahan dan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang
dilakukan adalah menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan
untuk kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu hanya diambil data yang bersifat
khusus dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas sehingga akan
menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu data-data yang
diperoleh dari penelitian diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya berkaitan
dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian disusun, dijelaskan, dan
dianalisa secara logis dengan melihat perbandingan empiris dan normatif dalam
pelaksanaan di lapangan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan untuk
menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pengawasan dan pelaksanaan
retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Sleman belum sesuai dengan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas keterbukaan karena walaupun
Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyiapkan berbagai strategi untuk
memecahkan masalah yang ada, pada kenyataannya di lokasi tempat khusus parkir
masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan

Kata Kunci: Kabupaten Sleman, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Asas-Asas
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ABSTRACT

In 2013 the Government of the Sleman Regency established the Sleman Regency
Regulation Number 15 of 2013 concerning Retribution for Special Parking Spaces.
The regional regulation aims to overcome illegal parking interpreters in public
facilities owned by the Sleman Regency Government and to increase the original
revenue of the Sleman Regency. With this regulation, the Regional Government is
expected to curb illegal parking interpreters and gradually strive to ensure that
parking policies on the side of public roads can later be diverted to special parking
lots, managed by both private and local governments. This is intended to reduce
traffic density. This special parking space levy includes parking spaces in
recreational areas, tourist attractions, sports facilities, parking lots, parking
buildings, and other parking spaces determined by the regent's regulations. One
example is the parking lot at the women's lake attraction, and the maguwoharjo
stadium parking lot.

This study aims to determine how effective the supervision and implementation of
special parking fees are and whether in the implementation the General Principles
of Good Governance are used as guidelines in carrying out the Government and
Regional Regulations. The research method used is to combine library research and
field research to be analyzed qualitatively, that is, only specific data is taken and is
related to the problems discussed so that it will produce a descriptive qualitative
description, in example the data obtained from the research are selected according
to quality as well as the truth related to the problem that will be discussed then
arranged, explained, and analyzed logically by looking at empirical and normative
comparisons in implementation in the field so as to produce a conclusion to answer
the problems in this study.

From the results of the study it was found that the supervision and implementation
of special parking fees levies in Sleman Regency are not in accordance with the
General Principles of Good Governance, especially the principle of openness
because even though the Sleman Regency Government has prepared various
strategies to solve existing problems, in fact at several parking locations, it is still
found various violations committed
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